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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 3007 /KPTUN.W2.TUN.1/HM1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-SURVEY
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan penerapan
anti korupsi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Tata
Usaha Negara di bawahnya;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di
Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara serta Peradilan Tata Usaha Negara di bawahnya,
maka perlu diadakan survei terkait kepuasan Masyarakat dan
survei persepsi anti korupsi;

c. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara telah meluncurkan aplikasi e-Survey Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Tata Usaha Negara
di bawahnya;

d. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, b,
dan c¢ maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu
menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai admin aplikasi e-
Survey pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

e. Bahwa Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor S Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-SURVEY
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 165/KPTUN.W2.TUN.1/HM1/1/2025 Tentang
Penunjukan Admin Aplikasi E-Survey Pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini
sebagai admin aplikasi e-Survey Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ;

KETIGA : Admin yang telah ditunjuk bertugas untuk mendata hasil survey
kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi serta
melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 3007/KPTUN.W2.TUN.1/HM1/IX/2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA ADMIN APLIKASI E-SURVEY
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No NAMA NIP JABATAN

Panitera Muda Hukum PTUN ) Panitera Muda Hukum

Jakarta

19800714 200604 1 013 Analis Perkara Peradilan

2 | Purwoyo, S.H.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025
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